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KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya
bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan

memberikan kepastian hukum bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat sehingga perlu dilakukan perbaikan atau revisi
dalam jangka waktu dua tahun. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
investor. Oleh karenanya, agar mampu bersaing dalam tuntutan globalisasi ekonomi,
Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020. Penerbitan
peraturan tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mampu menyerap
tenaga kerja Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Aspek
kemudahan berusaha juga dapat dicapai dengan adanya sistem perizinan yang didasarkan

pada risiko usaha (perizinan berusaha berbasis risiko).

Dalam Advisory ini, akan dibahas aspek hukum keberlakuan cipta kerja di Indonesia, aspek

bidang hukum tertentu yang mengalami perubahan, dan implikasinya pada kegiatan bisnis

dari perusahaan.



ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN CIPTA KERJA DI INDONESIA
1.1 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-

XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”) telah terbukti inkonstitusional
bersyarat. Hal itu didasarkan pada amar Putusan MK No. 91/PUU-XVI111/2020 yang
menyatakan bahwa pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Putusan tersebut disampaikan tanggal 25 November 2021.

Makna inkonstitusional bersyarat yang terdapat dalam Putusan MK No. 91/PUU-
XVII1/2020 berarti bahwa dalam 2 tahun sejak Putusan tersebut dikeluarkan, UU
11/2020 tetap berlaku dengan syarat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”)
dan Pemerintah harus melakukan perubahan sesuai dengan perintah dari Putusan
MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Perintah tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Menyusun kembali UU 11/2020 sesuai dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan;
b. Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan
memberikan masukan terhadap revisi UU 11/2020; dan
c. Menghindari adanya perubahan substansi secara tiba-tiba saat proses

persetujuan bersama presiden dan DPR dalam pengesahan.

Dalam hal DPR dan Presiden tidak melakukan revisi atas UU 11/2020 sesuai
dengan jangka waktu dan perintah MK dalam Putusannya di atas, maka secara
hukum UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku).

Artinya, apabila dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 25 November 2021



1.2

sampai dengan tanggal 25 November 2023 Pemerintah tidak melakukan revisi UU

11/2020, maka UU 11/2020 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Implikasi Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pada tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (“Perppu 2/2022”). Pertimbangan dalam penerbitan Perppu
2/2022 adalah dikarenakan adanya alasan mendesak dan kebutuhan antara lain
untuk menghadapi krisis ekonomi global, ancaman inflasi, dan krisis multi sektor.
Selain itu, Perppu 2/2022 dikeluarkan juga sebagai pengganti dari UU 11/2020
sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan huruf f Perppu 2/2022 yang
menyatakan bahwa untuk melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020,

perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU 11/2020.

Dengan adanya penerbitan Perppu 2/2022, UU 11/2020 dicabut dan dinyatakan
menjadi tidak berlaku lagi. Kemudian, pada Bab Penutup Perppu 2/2022 diatur
bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 yang telah diubah oleh
Perppu 2/2022, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Perppu 2/2022. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan
termasuk peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Perppu 2/2022.



KETENTUAN PERUBAHAN CIPTA KERJA

Ketentuan perubahan cipta kerja dalam pembahasan ini, hanya dilakukan pada

ketentuan yang diubah oleh Perppu 2/2022 dan UU 11/2020 dengan berdasarkan

implikasi terhadap perusahaan dan perubahan-perubahan penting dalam sektor bidang

tertentu. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan pada aspek ketenagakerjaan,

perizinan berusaha berbasis risiko, penanaman modal, dan perseroan terbatas.

2.1

Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketentuan ketenagakerjaan diatur dalam BAB IV Perppu 2/2022. BAB IV
tersebut telah mengatur beberapa ketentuan perubahan dalam UU 13/2003 dan
UU 11/2020. Selain itu, terdapat ketentuan yang sama dengan ketentuan yang
telah diatur dalam UU 11/2020.

Pasal UU 13/2003 UU 11/2020 Perppu 2/2022

64 Perusahaan dapat dihapuskan 1. Perusahaan dapat menyerahkan
menyerahkan sebagian sebagian pelaksanaan pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui
kepada perusahaan perjanjian alih daya yang dibuat
lainnya melalui perjanjian secara tertulis.
pemborongan pekerjaan 2. Pemerintah menetapkan sebagian
atau penyediaan jasa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
pekerja/buruh yang dimaksud pada ayat (1).
dibuat secara tertulis 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai

penetapan sebagian pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Implikasi Hukum:

Penambahan ketentuan dalam Perppu 2/2022 mempertegas bahwa perusahaan
dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan alih daya untuk menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam perusahaan. Kerjasama tersebut dapat

dilakukan untuk pekerjaan tertentu seperti keamanan, tenaga kerja harian,



kebersihan, dan lain-lain. Pelaksanaan kerjasama tersebut harus mematuhi

peraturan pemerintah yang mengatur tentang alih daya.

Pasal Uu 13/2003 UuU 11/2020 Perppu 2/2022
67 1. Pengusaha yang | Tidak ada perubahan | 1. Pengusaha yang
mempekerjakan tenaga mempekerjakan Tenaga Kerja
kerja penyandang cacat penyandang disabilitas wajib
wajib memberikan memberikan  perlindungan
perlindungan sesuai dengan sesuai dengan jenis dan
jenis dan derajat derajat kedisabilitasan.
kecacatannya. 2. Pemberian perlindungan
2. Pemberian  perlindungan sebagaimana dimaksud pada
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai
dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
perundang- undangan yang
berlaku.

Implikasi Hukum:

Perppu 2/2022 telah mengganti istilah kata “cacat” dan “kecacatan” dalam Pasal
67 UU 13/2003 dengan istilah “disabilitas” dan “kedisabilitasan”. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), Disabilitas diartikan sebagai keadaan (seperti
sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik
seseorang. Sementara itu, cacat merupakan kekurangan yang menyebabkan nilai
atau mutunya menjadi kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada
badan, benda, batin, atau akhlak). Perubahan tersebut tidak memiliki implikasi

hukum terhadap perusahaan.

Pasal UuU 13/2003 UU 11/2020 Perppu 2/2022

84 Setiap pekerja/buruh yang | Tidak ada perubahan Setiap  pekerja/buruh  yang
menggunakan hak  waktu menggunakan hak waktu
istirahat sebagaimana istirahat sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Pasal 79 ayat dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b,
(2) huruf b, ¢, dan d, Pasal 80, ayat (3), ayat (5) Pasal 80, dan
dan Pasal 82 berhak mendapat Pasal 82 berhak mendapat upah
upah penuh. penuh.

Hak waktu istirahat sebagai

Hak waktu istirahat sebagai berikut:
berikut: - Istirahat mingguan
- Istirahat Mingguan - Cuti Tahunan
- Cuti Tahunan - lIstirahat panjang
- lIstirahat panjang - Ibadah Keagamaan
- Ibadah Keagamaan




Istirahat melahirkan dan
istirahat keguguran

- Istirahat melahirkan dan -
istirahat keguguran

Implikasi Hukum:
Perubahan dalam Perppu 2/2022 berkaitan dengan kesesuaian redaksional
kalimat dalam Pasal 84 di atas. Hak waktu istirahat komponennya tetap sama
implikasi

dengan sebelumnya sehingga tidak terdapat hukum terhadap

perubahan tersebut.

Pasal UuU 13/2003 UU 11/2020 Perppu 2/2022
88C Tidak ada Pasal 88C Pasal 88C
pengaturan Gubernur wajib menetapkan upah Gubernur wajib
minimum provinsi. menetapkan Upah
Gubernur dapat menetapkan upah minimum provinsi.
minimum kabupaten/kota dengan syarat Gubernur dapat
tertentu menetapkan Upah
Upah minimum sebagaimana pada ayat minimum
(1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kabupaten/kota.
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penetapan Upah
Syarat tertentu sebagaimana dimaksud minimum
pada ayat (2) meliputi pertumbuhan kabupaten/kota

ekonomi daerah atau inflasi pada
kabupaten/kota yang bersangkutan.

Upah minimum kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus lebih tinggi dari upah minimum

provinsi.

sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam
hal hasil
penghitungan Upah
minimum

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih  tinggi dari
menggunakan data yang bersumber dari Upah minimum
lembaga yang berwenang di bidang provinsi.

statistik. Upah minimum

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2)

syarat tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan

pada ayat (4) diatur dalam Peraturan berdasarkan kondisi

Pemerintah. ekonomi dan
Ketenagakerjaan.
Kondisi ekonomi dan
Ketenagakerjaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat
(4) menggunakan
data yang
bersumber dari




Lembaga yang
berwenang di
bidang statistik.

6. Dalam hal
kabupaten / kota
belum memiliki
Upah minimum dan
akan  menetapkan

Upah minimum,
penetapan Upah
minimum harus
memenuhi  syarat
tertentu.

7. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata
cara. penetapan
Upah minimum

sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) dan syarat
tertentu
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(6) diatur dalam
Peraturan
Pemerintah.

Implikasi Hukum:

Perppu 2/2022 menambahkan ketentuan baru dalam ayat (3) yaitu penetapan
upah minimum kabupaten/kota oleh Gubernur dilakukan dalam hal hasil
penghitungan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari upah minimum
provinsi. Hal ini memperjelas ketentuan syarat tertentu yang sebelumnya diatur
dalam Pasal 88C ayat (2) UU 11/2020 yang tidak menjelaskan kriteria syarat
tertentu tersebut. Dengan demikian, bagi perusahaan yang berdomisili di wilayah
kabupaten/kota yang memiliki upah lebih tinggi dari pada upah minimum
provinsi, maka Gubernur pada provinsi tersebut dapat menetapkan upah

minimum kabupaten/kota.

Pasal

UU 13/2003

UU 11/2020

Perppu 2/2022

88D

Tidak ada pengaturan

Upah minimum
sebagaimana dimaksud
Pasal 88C ayat (1) dan
ayat (2) dihitung dengan
menggunakan formula

Upah minimum
sebagaimana
dimaksud Pasal 88C
ayat (1) dan ayat (2)
dihitung dengan
menggunakan




perhitungan upah
minimum.

Formula perhitungan
upah minimum
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat
variabel  pertumbuhan
ekonomi atau inflasi.

formula perhitungan
upah minimum.

2. Formula perhitungan

upah minimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) memuat variabel
pertumbuhan

3. Ketentuan lebih lanjut ekonomi, inflasi, dan

mengenai formula indeks tertentu.
perhitungan upah |3. Ketentuan lebih lanjut
minimum diatur dalam mengenai formula
peraturan pemerintah perhitungan upah
minimum diatur
dalam peraturan
pemerintah

Implikasi Hukum:

Perppu 2/2022 mengatur penambahan frasa “Indeks tertentu” dalam Pasal 88D
ayat (2). Hal ini berimplikasi bahwa pemerintah dalam menetapkan formula
perhitungan upah minimum harus memuat tidak hanya variabel pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, namun juga harus ada variabel indeks tertentu. Apabila
perusahaan berencana akan menghitung secara mandiri formula perhitungan
upah minimum, maka perusahaan dapat memasukkan indeks tertentu dalam

formula tersebut.

Pasal UuU 13/2003 UU 11/2020 Perppu 2/2022

88F Tidak ada pengaturan Tidak ada pengaturan Dalam keadaan tertentu
Pemerintah dapat
menetapkan formula
penghitungan upah
minimum yang berbeda
dengan formula
penghitungan upah
minimum

Implikasi Hukum:

Perppu 2/2022 mengatur penambahan Pasal 88F dimana pemerintah dapat
sewaktu-waktu menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda
dengan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel

ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dengan demikian, setiap perusahaan wajib



memenuhi hasil penghitungan upah minimum yang terbaru dan berlaku yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal UuU 13/2003 UuU 11/2020 Perppu 2/2022
56 (1) Perjanjian kerja | (1) Perjanjian kerja dibuat |(1) Perjanjian kerja
dibuat untuk waktu untuk waktu tertentu dibuat untuk waktu
tertentu atau untuk atau untuk waktu tidak tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu. tertentu. waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja | (2) Perjanjian kerja untuk [(2) Perjanjian kerja untuk
untuk waktu waktu tertentu waktu tertentu
tertentu sebagaimana dimaksud sebagaimana
sebagaimana pada ayat (1) didasarkan dimaksud pada ayat
dimaksud dalam ayat atas: (1) didasarkan atas:
(1) didasarkan atas : a. jangka waktu; atau c. jangka  waktu;
a. jangka waktu; b. selesainya suatu atau
atau pekerjaan tertentu. d. selesainya suatu
b. selesainya suatu | (3) Jangka waktu atau pekerjaan
pekerjaan selesainya suatu tertentu.
tertentu. pekerjaan tertentu |(3) Jangka waktu atau
sebagaimana dimaksud selesainya suatu
pada ayat (2) ditentukan pekerjaan  tertentu
berdasarkan perjanjian sebagaimana
kerja. dimaksud pada ayat
(4) Ketentuan lebih lanjut (2) ditentukan
mengenai perjanjian berdasarkan
kerja waktu tertentu perjanjian kerja.
berdasarkan jangka |(4) Ketentuan lebih lanjut
waktu atau selesainya mengenai perjanjian
suatu pekerjaan kerja waktu tertentu
tertentu diatur dalam berdasarkan  jangka
Peraturan Pemerintah waktu atau selesainya
suatu pekerjaan
tertentu diatur dalam
Peraturan Pemerintah

Implikasi Hukum:

[tidak ada perubahan]

UU 11/2020 dan Perppu 2/2022 mengatur hal yang sama, dimana pengaturan
mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah yang
telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.



Pasal

UuU 13/2003

UU 11/2020

Perppu 2/2022

57

(1)

(2)

(3)

Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu
dibuat secara tertulis

serta harus
menggunakan
bahasa Indonesia

dan huruf latin.

Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu
yang dibuat tidak
tertulis bertentangan
dengan  ketentuan
sebagaimana

dimaksud dalam ayat
(1) dinyatakan
sebagai  perjanjian
kerja untuk waktu
tidak tertentu.

Dalam hal perjanjian
kerja dibuat dalam
bahasa Indonesia
dan bahasa asing,
apabila kemudian
terdapat perbedaan
penafsiran antara
keduanya, maka yang
berlaku  perjanjian
kerja yang dibuat
dalam bahasa
Indonesia.

(1)

Perjanjian kerja untuk
waktu tertentu dibuat

secara tertulis serta
harus menggunakan
bahasa Indonesia dan
huruf latin.

Dalam hal perjanjian
kerja waktu tertentu
dibuat dalam bahasa

Indonesia dan bahasa
asing, apabila kemudian
terdapat perbedaan
penafsiran antara
keduanya, yang berlaku
perjanjian kerja waktu
tertentu yang dibuat
dalam bahasa Indonesia

(1)

Perjanjian kerja untuk
waktu tertentu dibuat
secara tertulis serta
harus menggunakan
bahasa Indonesia dan
huruf latin.

Dalam hal perjanjian
kerja waktu tertentu
dibuat dalam bahasa
Indonesia dan bahasa
asing, apabila
kemudian  terdapat
perbedaan penafsiran
antara keduanya,
yang berlaku
perjanjian kerja waktu
tertentu yang dibuat
dalam bahasa
Indonesia

Implikasi Hukum:

[tidak ada perubahan]

UU 11/2020 dan Perppu 2/2022 mengatur hal yang sama dimana pengaturan
mengenai perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perusahaan yang membuat

perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja wajib membuatnya secara

tertulis dan dengan menggunakan huruf latin.




Pasal

UU 13/2003

UU 11/2020

Perppu 2/2022

61

(1) Perjanjian kerja
berakhir apabila:
a. pekerja meninggal

dunia;

b. berakhirnya jangka
waktu  perjanjian
kerja;

c. adanya putusan
pengadilan
dan/atau putusan
atau penetapan
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial yang
telah mempunyai
kekuatan  hukum
tetap; atau

d. adanya  keadaan
atau kejadian
tertentu yang
dicantumkan
dalam  perjanjian
kerja, peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja
bersama yang
dapat
menyebabkan

berakhirnya
hubungan kerja

(2) Perjanjian kerja tidak

berakhir karena
meninggalnya
pengusaha atau
beralihnya hak atas
perusahaan yang
disebabkan
penjualan,
pewarisan, atau
hibah.

(1)

(2)

Perjanjian kerja berakhir

apabila:

a. pekerja/buruh
meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja;

c. selesainya suatu
pekerjaan tertentu;

d. adanya putusan
pengadilan  dan/atau
putusan lembaga

penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial yang telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau

e. adanya keadaan atau
kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam
perjanjian kerja,
peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja
bersama yang dapat
menyebabkan
berakhirnya hubungan
kerja.

Perjanjian kerja tidak
berakhir karena
meninggalnya

pengusaha atau
beralihnya hak atas
perusahaan yang
disebabkan  penjualan,

pewarisan, atau hibah
Dalam hal terjadi
pengalihan perusahaan,
hak-hak pekerja/buruh
menjadi tanggung jawab
pengusaha baru, kecuali
ditentukan lain dalam
perjanjian pengalihan
yang tidak mengurangi
hak-hak pekerja/buruh.
Dalam hal pengusaha
orang perseorangan
meninggal dunia, ahli
waris pengusaha dapat
mengakhiri perjanjian
kerja setelah
merundingkan  dengan
pekerja/buruh

Dalam hal pekerja/buruh
meninggal dunia, ahli
waris pekerja/buruh

(1) Dalam Perjanjian kerja
berakhir apabila:
a. pekerja/buruh
meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka

waktu perjanjian
kerja;

c. selesainya suatu
pekerjaan
tertentu;

d. adanya  putusan
pengadilan
dan/atau putusan
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial yang
telah mempunyai
kekuatan  hukum
tetap; atau

e. adanya keadaan
atau kejadian
tertentu yang

dicantumkan
dalam perjanjian

kerja, peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja
bersama yang
dapat
menyebabkan

berakhirnya
hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak

berakhir karena
meninggalnya
pengusaha atau
beralihnya hak atas
perusahaan yang
disebabkan

penjualan, pewarisan,
atau hibah

(3) Dalam  hal terjadi
pengalihan
perusahaan, hak-hak
pekerja/buruh
menjadi tanggung
jawab pengusaha
baru, kecuali

ditentukan lain dalam
perjanjian pengalihan
yang tidak
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berhak mendapatkan
hak-haknya sesuai
dengan peraturan

perundang-undangan

atau hak-hak yang telah
diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

mengurangi hak-hak
pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha

orang perseorangan
meninggal dunia, ahli
waris pengusaha
dapat mengakhiri
perjanjian kerja
setelah merundingkan
dengan
pekerja/buruh.

(5) Dalam hal

pekerja/buruh

meninggal dunia, ahli
waris pekerja/buruh
berhak mendapatkan
hak-haknya sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

atau hak-hak vyang
telah diatur dalam
perjanjian kerja,
peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja
bersama

Implikasi Hukum:

[tidak ada perubahan]

UU 11/2020 dan Perppu 2/2022 mengatur hal yang sama terkait peristiwa

tertentu yang mengakibatkan perjanjian kerja berakhir. Apabila perjanjian kerja

didasarkan pada selesainya pekerjaan, maka perjanjian kerja tersebut berakhir

sejak pekerjaan telah diselesaikan oleh pekerja dan pengusaha telah

membayarkan upah sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal UuU 13/2003 UU 11/2020 Perppu 2/2022

61A Tidak ada pengaturan (1) Dalam hal perjanjian |(1) Dalam hal perjanjian
kerja waktu tertentu kerja waktu tertentu
berakhir  sebagaimana berakhir sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1) huruf b dan
huruf c, pengusaha wajib
memberikan uang
kompensasi kepada
pekerja/buruh.

Uang kompensasi
sebagaimana dimaksud

dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, pengusaha
wajib memberikan
uang kompensasi
kepada
pekerja/buruh.
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(3)

pada ayat (1) diberikan
kepada pekerja/buruh
sesuai dengan masa
kerja pekerja/buruh di
perusahaan yang
bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut
mengenai uang

kompensasi diatur dalam
peraturan pemerintah.

(2) Uang

kompensasi
sebagaimana

dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada
pekerja/buruh sesuai

dengan masa kerja
pekerja/buruh di
perusahaan yang
bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut
mengenai uang
kompensasi diatur
dalam peraturan
pemerintah

Implikasi Hukum:

[tidak ada perubahan]

UU 11/2020 dan Perppu 2/2022 mengatur hal yang sama dimana Pengusaha

memiliki kewajiban untuk membayar uang kompensasi kepada pekerja apabila

perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat

(1) huruf b dan huruf c tersebut di atas. Besaran jumlah kompensasi telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan

Kerja.

Pasal UuU 13/2003 UU 11/2020 Perppu 2/2022

156 (4) Dalam hal terjadi Pasal 156 Pasal 156
pemutusan
hubungan kerja, | (1) Dalam hal terjadi | (1) Dalam hal terjadi
pengusaha pemutusan  hubungan pemutusan hubungan
diwajibkan kerja, pengusaha wajib kerja, pengusaha wajib
membayar uang membayar uang membayar uang
pesangon dan atau pesangon dan/atau uang pesangon dan/atau
uang penghargaan penghargaan masa kerja uang penghargaan masa
masa kerja dan uang dan uang penggantian kerja dan uang

penggantian hak
yang seharusnya
diterima.

(5) Perhitungan uang
pesangon
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) paling
sedikit sebagai
berikut:

(2)

hak vyang seharusnya
diterima.
Uang pesangon

sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan
dengan
sebagai berikut:

ketentuan

()

penggantian hak yang
seharusnya diterima.

Uang pesangon
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan
sebagai berikut:
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masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah;
masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

masa kerja 2 (dua)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 5
(lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

masa kerja 5 (lima)
tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 6
(enam) bulan upabh;
masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 7
(tujuh)  tahun, 7
(tujuh) bulan upah.

. masa kerja 7 (tujuh)

tahun atau lebih
tetapi kurang dari 8
(delapan) tahun, 8

(delapan) bulan
upah;
masa kerja 8

(delapan) tahun atau
lebih, 9 (sembilan)

bulan upah.

(3) Perhitungan uang
penghargaan  masa
kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat

(

1) ditetapkan sebagai

berikut :

a.

masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari
6 (enam) tahun, 2
(dua) bulan upah;
masa kerja 6
(enam) tahun

masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah;
masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

masa kerja 2 (dua)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 5
(lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

masa kerja 5 (lima)
tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 6
(enam) bulan upah;
masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 7
(tujuh)  tahun, 7
(tujuh) bulan upah;
masa kerja 7 (tujuh)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 8
(delapan) tahun, 8

(delapan) bulan
upah;
masa kerja 8

(delapan) tahun atau
lebih, 9 (sembilan)
bulan upah.

(3) Uang penghargaan masa

kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

diberikan
ketentuan

dengan
sebagai

berikut:

a.

masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 2
(dua) bulan upah;

masa kerja 6
(enam) tahun atau

(3) Uang
masa kerja sebagaimana

masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah;
masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

masa kerja 2 (dua)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 5
(lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

masa kerja 5 (lima)
tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 6
(enam) bulan upah;
masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 7
(tujuh)  tahun, 7
(tujuh) bulan upah;
masa kerja 7 (tujuh)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 8
(delapan) tahun, 8
(delapan) bulan
upah;

masa kerja 8
(delapan) tahun atau
lebih, 9 (sembilan)
bulan upah.

penghargaan

dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan

ketentuan sebagai

berikut:

a. masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 2
(dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam)

tahun atau lebih
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atau lebih tetapi
kurang dari 9
(sembilan) tahun,
3 (tiga) bulan
upah;

c. masa kerja 9
(sembilan) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 12
(dua belas) tahun,
4 (empat) bulan
upah;

d. masa kerja 12
(dua belas) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 15

(lima belas)
tahun, 5 (lima)
bulan upah;

e. masa kerja 15
(lima belas) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 18
(delapan  belas)
tahun, 6 (enam)
bulan upah;

f. masa kerja 18
(delapan  belas)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari
21 (dua puluh
satu) tahun, 7
(tujuh) bulan
upah;

g. masa kerja 21
(dua puluh satu)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari
24  (dua puluh
empat) tahun, 8
(delapan) bulan

upah;

h. masa kerja 24
(dua puluh
empat) tahun

atau lebih, 10
(sepuluh ) bulan
upah.
Uang penggantian hak
yang seharusnya
diterima sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1) meliputi :
a. cutitahunanyang
belum diambil
dan belum gugur;

lebih tetapi kurang
dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan
upah;

Cc. masa kerja 9
(sembilan)  tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4
(empat) bulan
upah;

d. masa kerja 12
(duabelas)  tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima
belas) tahun atau
lebih tetapi kurang
dari 18 (delapan
belas) tahun, 6
(enam) bulan upah;

f. masa kerja 18
(delapan belas)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari
21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh)
bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua
puluh satu) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 24 (dua
puluh empat)
tahun, 8 (delapan)
bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua
puluh empat) tahun
atau lebih, 10
(sepuluh) bulan
upah.

Uang penggantian hak
yang seharusnya
diterima  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. cuti tahunan yang
belum diambil dan
belum gugur;

b. biaya atau ongkos
pulang untuk
pekerja/buruh dan
keluarganya ke
tempat

tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;

C. masa kerja 9
(sembilan) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;

d. masa kerja 12
(duabelas) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima
belas) tahun atau
lebih tetapi kurang
dari 18 (delapan
belas) tahun, 6
(enam) bulan upah;

f. masa kerja 18
(delapan belas)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh)
bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua
puluh satu) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun,
8 (delapan) bulan
upah;

h. masa kerja 24 (dua
puluh empat) tahun
atau lebih, 10
(sepuluh) bulan
upah.

(4) Uang penggantian hak
yang seharusnya
diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. cuti tahunan yang
belum diambil dan
belum gugur;

b. biaya atau ongkos

pulang untuk
pekerja/buruh dan
keluarganya ke
tempat
pekerja/buruh

diterima bekerja;
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b. biayaatau ongkos pekerja/buruh c. hal-hal lain yang
pulang untuk diterima bekerja; ditetapkan  dalam
pekerja/buruh c. hal-hal lain yang perjanjian kerja,
dan keluarganya ditetapkan dalam peraturan
ketempat dimana perjanjian kerja, perusahaan, atau
pekerja/buruh peraturan perjanjian kerja
diterima bekerja; perusahaan, atau bersama.

perjanjian kerja
bersama. (5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai  pemberian
(5) Ketentuan lebih lanjut uang pesangon, uang
mengenai  pemberian penghargaan masa
uang pesangon, uang kerja, dan uang
penghargaan masa kerja, penggantian hak
dan uang penggantian sebagaimana dimaksud
hak sebagaimana pada ayat (2), ayat (3),
dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) diatur
ayat (3), dan ayat (4) dalam Peraturan
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pemerintah.

Implikasi Hukum:

[tidak ada perubahan]

Perppu 2/2022 dan UU 11/2020 mengatur hal yang sama terkait pembayaran
uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian
hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Dengan demikian, perusahaan yang
melakukan pemutusan hubungan kerja wajib melakukan pembayaran sesuai

dengan hak-hak yang telah ditentukan dalam Perppu 2/2022.

2.2 Aspek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal 12 UU 11/2020. Dalam keseluruhan pasal-pasal tersebut, tidak terdapat
perubahan maupun perbedaan antara ketentuan dalam UU 11/2020 maupun
Perppu 2/2022. Adapun pasal-pasal tersebut serta implikasi hukumnya akan

dijelaskan sebagai berikut:
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Pasal

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf  a dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat risiko dan peringkat
skala usaha kegiatan usaha.

(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko
dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Penetapan tingkat risiko dan
peringkat skala usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh

berdasarkan penilaian tingkat bahaya
dan potensi terjadinya bahaya.

(2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh  berdasarkan penilaian tingkat
bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap aspek:

a. Kesehatan;

b. Keselamatan;

c. Lingkungan; dan/atau

d. Pemanfaatan dan pengelolaan

sumber daya.

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap
aspek:
a. Kesehatan;
b. Keselamatan;
c. Lingkungan; dan/atau
d. Pemanfaatan dan
sumber daya.

pengelolaan

(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian
tingkat bahaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat mencakup aspek
lainnya sesuai dengan sifat kegiatan
usaha.

(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat
bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan
sifat kegiatan usaha.

(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilakukan dengan memperhitungkan:
a. Jenis kegiatan usaha;
b. Kriteria kegiatan usaha;
c. Lokasi kegiatan usaha;
d. Keterbatasan sumber
dan/atau
e. Risiko volatilitas

daya;

(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan
dengan memperhitungkan:

a. Jenis kegiatan usaha;
Kriteria kegiatan usaha;
Lokasi kegiatan usaha;
Keterbatasan sumber daya; dan/atau
Risiko volatilitas

® a0 o

(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. Hampir tidak mungkin terjadi;

b. Kemungkinan kecil terjadi;

c. Kemungkinan terjadi; atau

d. Hampir pasti terjadi.

(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Hampir tidak mungkin terjadi;
b. Kemungkinan kecil terjadi;
c. Kemungkinan terjadi; atau
d. Hampir pasti terjadi.

(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian
potensi terjadinya bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan
peringkat skala usaha kegiatan usaha
ditetapkan menjadi:

a. Kegiatan usaha berisiko rendah;

b. Kegiatan usaha berisiko

menengah; atau
c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya
bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
tingkat risiko dan peringkat skala usaha
kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

a. Kegiatan usaha berisiko rendah;

b. Kegiatan usaha berisiko menengah;

atau
c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Implikasi Hukum:
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Peraturan mengenai penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dalam
Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU
11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022
mengenai penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Dalam mengajukan

perizinan, Perusahaan harus memperhatikan tingkat risiko dan skala kegiatan

usaha dalam setiap bidang usaha.

Pasal UuU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 8 | (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan | (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
usaha berisiko rendah sebagaimana | berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf | Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor
a berupa pemberian nomor induk | induk berusaha yang merupakan legalitas
berusaha yang merupakan legalitas | pelaksanaan kegiatan berusaha.
pelaksanaan kegiatan berusaha.
(2) Nomor induk berusaha | (2) Nomor induk berusaha sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti
merupakan bukti | registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha | melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas
untuk melakukan kegiatan usaha dan | bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
sebagai identitas bagi Pelaku Usaha | usahanya.
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Implikasi Hukum:
Peraturan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan berisiko rendah dalam
Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU
11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022
mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan berisiko rendah. Nomor Induk
Berusaha tetap menjadi dokumen legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha
bagi perusahaan yang kegiatan usahanya termasuk dalam risiko rendah.
Pasal UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 9 | (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan | (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha

meliputi:

menengah tinggi.

usaha berisiko menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b

berisiko menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi:
a. Kegiatan usaha berisiko menengah

a. Kegiatan usaha berisiko rendah; dan
menengah rendah; dan b. Kegiatan usaha berisiko menengah
b. Kegiatan usaha berisiko tinggi.
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(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan | (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
usaha  berisiko  menengah  rendah | berisiko menengah rendah sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

a berupa pemberian: pemberian:
a. Nomor induk berusaha; dan a. Nomor induk berusaha; dan
b. Sertifikat standar. b. Sertifikat standar.

(3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan | (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
usaha berisiko menengah tinggi | berisiko menengah tinggi sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

b berupa pemberian: pemberian:
a. Nomor induk berusaha; dan a. Nomor induk berusaha; dan
b. Sertifikat standar. b. Sertifikat standar.

(4) Sertifikat standar sebagaimana | (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan | pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan
pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi | Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha
standar usaha dalam rangka melakukan | dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
kegiatan usaha.
(5) Sertifikat standar sebagaimana | (5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan | pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat
sertifikat standar usaha yang diterbitkan | standar usaha yang diterbitkan Pemerintah
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
sesuai kewenangannya berdasarkan basil | kewenangannya berdasarkan basil verifikasi
verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan | pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. usaha oleh Pelaku Usaha.

(6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko | (6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko
menengah  memerlukan standardisasi | menengah memerlukan standardisasi produk
produk sebagaimana dimaksud pada ayat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
(2) huruf b dan ayat (3) huruf b, | dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat | menerbitkan sertifikat standar produk
standar produk berdasarkan hasil verifikasi | berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan
pemenuhan standar yang wajib dipenuhi | standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku
oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan | Usaha sebelum  melakukan kegiatan
kegiatan komersialisasi produk. komersialisasi produk.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan berisiko menengah
rendah dan menengah tinggi dalam Perppu 2/2022 adalah sama dengan
ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Sehingga tidak terdapat
implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai perizinan berusaha

untuk kegiatan berisiko menengah rendah dan menengah tinggi.

Pasal UU 11/2020 Perppu 2/2022

Pasal 10 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan | (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
usaha Dberisiko tinggi sebagaimana | berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf ¢ | Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:

berupa pemberian: a. Nomor induk berusaha; dan
a. Nomor induk berusaha; dan b. lzin.
b. lzin.
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(1)
Pemerintah Pusat atau
Daerah untuk pelaksanaan
usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku

usahanya.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf b merupakan persetujuan
Pemerintah
kegiatan

Usaha sebelum melaksanakan kegiatan

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Pusat  atau Pemerintah
sertifikat standar produk berdasarkan

basil verifikasi pemenuhan standar.

(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko
tinggi memerlukan pemenuhan standar
usaha dan standar produk, Pemerintah
Daerah
menerbitkan sertifikat standar usaha dan

(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi
memerlukan pemenuhan standar usaha dan
standar produk, Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat
standar usaha dan sertifikat standar produk
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan
standar.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi dalam

Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022

mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi.

Pasal UuU 11/2020 Perppu 2/2022

Pasal 11 Pengawasan terhadap setiap kegiatan | Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha
usaha dilakukan dengan pengaturan | dilakukan dengan pengaturan frekuensi
frekuensi  pelaksanaan  berdasarkan | pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko
tingkat risiko sebagaimana dimaksud | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7)

dalam Pasal 7 ayat (7) dan
mempertimbangkan tingkat kepatuhan
Pelaku Usaha.

dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan
Pelaku Usaha.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam Perppu 2/2022

adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU 11/2020.

Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai

pengawasan terhadap kegiatan usaha.

Pasal UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 12 | Ketentuan lebih lanjut mengenai | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan
Perizinan Berusaha berbasis risiko | Berusaha  berbasis risiko  sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata
cara pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 10, serta tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
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2.3

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha berbasis
risiko dalam Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya
diatur dalam UU 11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya
Perppu 2/2022 mengenai ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha

berbasis risiko.

Aspek Penanaman Modal

Ketentuan mengenai aspek penanaman modal diatur dalam Pasal 77 Perppu
2/2022 dan UU 11/2020. Dalam keseluruhan pasal tersebut, tidak terdapat
banyak perubahan dalam aspek penanaman modal berdasarkan Perppu 2/2022.
Perbedaan yang ada hanya terdapat pada perubahan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) dimana
Perppu 2/2022 menghapuskan ayat (3) dari UU 11/2020 mengenai beban
tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah ("UMKM”).
Adapun pasal-pasal UU 25/2007 yang diubah dengan UU 11/2020 dan Perppu

2/2022 serta implikasi hukumnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal

Uu 25/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022

Pasal 2

Ketentuan dalam | Ketentuan dalam Undang-Undang | Ketentuan dalam
Undang-Undang ini | ini berlaku dan menjadi acuan | Undang-Undang ini
berlaku bagi penanaman | utama bagi penanaman modal di | berlaku dan menjadi
modal di semua sektor di | semua sektor di wilayah Negara | acuan utama bagi
wilayah negara Republik | Kesatuan Republik Indonesia. penanaman modal di
Indonesia. semua sektor di wilayah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Implikasi Hukum:

Ruang lingkup UU 25/2007 dalam Perppu 2/2022 dengan UU 11/2020 tidak
mengalami perubahan. Adapun perubahan yang terjadi dalam Pasal 2 UU
25/2007 adalah perubahan redaksional yang tidak merubah ruang lingkup

undang-undang ini, yakni penanaman modal langsung. Tidak terdapat implikasi
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baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai ruang lingkup undang-undang,

dikarenakan tidak terdapat perubahan antara Perppu 2/2022 dengan UU 11/2020

dalam pasal ini.

Pasal

Uu 25/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 12

(1) Semua bidang
usaha atau jenis

usaha terbuka
bagi kegiatan
penanaman

modal, kecuali

bidang usaha atau
jenis usaha yang

dinyatakan
tertutup dan
terbuka  dengan
persyaratan.

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi

kegiatan penanaman modal,

kecuali

bidang usaha yang dinyatakan tertutup
untuk penanaman modal atau kegiatan

yang hanya

dapat dilakukan oleh

Pemerintah Pusat.

(1) Semua bidang usaha
terbuka bagi  kegiatan
penanaman modal, kecuali
bidang usaha yang
dinyatakan tertutup untuk
penanaman modal atau
kegiatan yang hanya dapat
dilakukan oleh Pemerintah
Pusat.

(2) Bidang usaha

yang tertutup bagi

penanam modal
asing adalah:

a. Produksi
senjata,
mesiu, alat
peledak, dan
peralatan
perang; dan

b. Bidang
usaha vyang
secara
eksplisit
dinyatakan
tertutup
berdasarkan
undang-
undang.

(2) Bidang usaha yang tertutup untuk

penanaman

modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Budidaya dan industri narkotika
golongan [;

Segala bentuk kegiatan perjudian
dan/atau kasino;

Penangkapan spesies ikan yang
tercantum dalam Appendix |
Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES);
Pemanfaatan atau pengambilan
koral dan pemanfaatan atau
pengambilan karang dari alam
yang digunakan untuk bahan
bangunan/kapur/kalsium,

akuarium, dan
souvenir/perhiasan, serta koral
hidup atau koral mati (recent

death coral) dari alam;

Industri pembuatan senjata kimia;
dan

Industri bahan kimia industri dan
industri bahan perusak lapisan
ozon.

(2) Bidang usaha yang
tertutup untuk penanaman
modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Budidaya dan industri

narkotika golongan [;

b. Segala bentuk kegiatan

perjudian  dan/atau
kasino;
c. Penangkapan spesies

ikan yang tercantum
dalam  Appendix |
Convention on
International Trade in
Endangered Species of
Wild Fauna and Flora
(CITES);

d. Pemanfaatan atau
pengambilan koral dan

pemanfaatan atau
pengambilan  karang
dari alam yang
digunakan untuk
bahan
bangunan/kapur/kalsi
um, akuarium, dan

souvenir/perhiasan,
serta koral hidup atau
koral mati (recent
death coral) dari alam;

e. Industri  pembuatan
senjata kimia; dan

f. Industri bahan kimia
industri dan industri
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bahan perusak lapisan
ozon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Presiden.

penanaman modal

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai bidang usaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan
Presiden.

Implikasi Hukum:

Terdapat perubahan redaksional antara Perppu 2/2022 dengan UU 11/2020

terkait perubahan atas Pasal 12 ayat (3) UU 25/2007 mengenai bidang usaha

penanaman modal. Adapun perubahan redaksional tersebut tidak membuat

adanya implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai bidang usaha

penanaman modal.

Pasal Uu 25/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 13 (2) Pemerintah wajib | (1) Pemerintah Pusat atau | (1) Pemerintah Pusat
menetapkan bidang usaha | Pemerintah Daerah sesuai | atau Pemerintah Daerah
yang dicadangkan untuk | dengan kewenangannya | sesuai dengan
usaha mikro, kecil, | memberikan kemudahan, | kewenangannya
menengah; dan koperasi | pemberdayaan, dan | memberikan
serta bidang usaha yang | perlindungan bagi koperasi dan | kemudahan,
terbuka untuk usaha besar | usaha mikro, kecil, dan | pemberdayaan, dan
dengan syarat harus bekerja | menengah dalam pelaksanaan | perlindungan bagi
sama dengan usaha mikro, | penanaman modal | koperasi dan usaha
kecil, menengah, dan | berdasarkan norma, standar, | mikro, kecil, dan
koperasi. prosedur, dan kriteria yang | menengah dalam
ditetapkan Pemerintah Pusat. pelaksanaan penanaman
modal berdasarkan
norma, standar,
prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah melakukan | (2) Perlindungan dan | (2) Perlindungan dan
pembinaan dan | pemberdayaan sebagaimana | pemberdayaan
pengembangan usaha mikro, | dimaksud pada ayat (1) berupa | sebagaimana dimaksud
kecil, menengabh, dan | pembinaan dan pengembangan | pada ayat (1) berupa
koperasi melalui program | koperasi dan usaha mikro, kecil, | pembinaan dan
kemitraan, peningkatan | dan menengah melalui: pengembangan koperasi
daya saing, pemberian a. Program kemitraan; dan usaha mikro, kecil,
dorongan inovasi dan | b. Pelatihan sumber daya | dan menengah melalui:
perluasan pasar; serta manusia; a. Program kemitraan;

penyebaran informasi yang
seluas-luasnya,

c. Peningkatan daya saing;

b. Pelatihan sumber
daya manusia;
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d. Pemberian dorongan | c. Peningkatan daya
inovasi dan perluasan saing;
pasar; d. Pemberian
e. Akses pembiayaan; dan dorongan inovasi
f.  Penyebaran informasi dan perluasan pasar;
yang seluas-luasnya. e. Akses pembiayaan;
dan
f.  Penyebaran
informasi yang
seluas-luasnya.
(3) Perlindungan dan | (3) Kemitraan

pemberdayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.

sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a
merupakan kemitraan
sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di
bidang usaha mikro,
kecil, dan menengah.

(4) Kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang
usaha mikro, kecil, dan
menengah.

Implikasi Hukum:

Perppu ini menghapuskan ketentuan Pasal 13 ayat 3 pada UU 11/2020 yang

berimplikasi bahwa perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, saat

ini telah diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“PP 7/2021”). Dengan demikian,

pemerintah daerah harus mengacu pada PP 7/2021 tersebut saat mengeluarkan

setiap kebijakan di bidang koperasi dan UMKM.

Pasal Uu 25/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022

Pasal 18 (3) Penanaman modal yang | (3) Penanaman modal yang | (3) Penanaman modal yang
mendapat fasilitas | mendapat fasilitas | mendapat fasilitas
sebagaimana dimaksud | sebagaimana dimaksud | sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah yang | pada ayat (2) adalah yang | pada ayat (2) adalah yang
sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya
memenuhi  salah  satu | memenuhi  salah  satu | memenuhi salah  satu
kriteria berikut ini: kriteria berikut ini: kriteria berikut ini:

a. Menyerap banyak
tenaga kerja;

a. Menyerap banyak
tenaga kerja;

a. Menyerap banyak
tenaga kerja;
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b. Termasuk skala
prioritas tinggi;

c. Termasuk
pembangunan
infrastruktur;

d. Melakukan alih
teknologi;

e. Melakukan industri
pionir;

f. Berada di daerah
terpencil, daerah
tertinggal, daerah
perbatasan, atau
daerah lain  yang

dianggap perlu;

g. Menjaga kelestarian
lingkungan hidup;

h. Melaksanakan

kegiatan penelitian,
pengembangan dan
inovasi;

i. Bermitra dengan
usaha mikro, kecil,
menengah atau
koperasi; atau

j. Industri yang
menggunakan barang
modal atau mesin

atau peralatan yang
diproduksi di dalam
negeri.

b. Termasuk skala
prioritas tinggi;

c. Termasuk
pembangunan
infrastruktur;

d. Melakukan alih
teknologi;

e. Melakukan industri
pionir;

f. Berada di daerah
terpencil, daerah
tertinggal, daerah
perbatasan, atau
daerah  lain  yang
dianggap perlu;

g. Menjaga kelestarian

lingkungan hidup;
h. Melaksanakan

kegiatan  penelitian,
pengembangan dan
inovasi;

i. Bermitra dengan
usaha mikro, kecil,
menengah atau
koperasi;

j. Industri yang
menggunakan barang
modal atau mesin
atau peralatan yang
diporduksi di dalam

negeri; dan/atau

k. Termasuk
pengembangan usaha
pariwisata

b. Termasuk skala
prioritas tinggi;

c. Termasuk
pembangunan
infrastruktur;

d. Melakukan alih
teknologi;

e. Melakukan industri
pionir;

f. Berada di daerah
terpencil, daerah
tertinggal, daerah
perbatasan, atau
daerah  lain  yang
dianggap perlu;

g. Menjaga kelestarian

lingkungan hidup;
h. Melaksanakan

kegiatan  penelitian,
pengembangan  dan
inovasi;

i. Bermitra dengan
usaha mikro, kecil,
menengah atau
koperasi;

j. Industri yang

menggunakan barang
modal atau mesin atau
peralatan yang
diporduksi di dalam
negeri; dan/atau

k. Termasuk
pengembangan usaha
pariwisata

(4) Bentuk fasilitas yang

diberikan kepada
penanaman modal
sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat berupa:

a. Pajak penghasilan
melalui pengurangan
penghasilan neto
sampai tingkat
tertentu terhadap
jumlah penanam
modal yang dilakukan
dalam waktu
tertentu;

b. Pembebasan
keringanan bea
masuk atas impor
barang modal, mesin,
atau peralatan untuk
keperluan  produksi
yang belum dapat

atau

(4) Bentuk fasilitas yang

diberikan kepada
penanaman modal
sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpajakan.

(4) Bentuk fasilitas yang

diberikan kepada
penanaman modal
sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpajakan.




diproduksi di dalam

negeri;
c. Pembebasan atau
keringanan bea

masuk bahan baku
atau bahan penolong
untuk keperluan
produksi untuk jangka
waktu tertentu dan
persyaratan tertentu;
d. Pembebasan atau
penangguhan Pajak
Pertambahan  Nilai
atas impor barang
modal atau mesin
atau peralatan untuk
keperluan  produksi
yang belum dapat
diproduksi di dalam
negeri selama jangka
waktu tertentu;

e. Penyusutan atau
amortisasi yang
dipercepat; dan

f.  Keringanan Pajak
Bumi dan Bangunan,
khususnya untuk
bidang usaha
tertentu, pada
wilayah atau daerah
atau Kawasan
tertentu.

(5) Pembebasan atau

pengurangan pajak

penghasilan badan dalam
jumlah dan waktu tertentu
hanya dapat diberikan
kepada penanaman modal
baru yang merupakan
industri pionir, yaitu
industri  yang  memiliki
keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi
baru, serta memiliki nilai
strategis bagi
perekonomian nasional.

(6) Bagi penanaman modal
yang sedang berlangsung
yang melakukan
penggantian mesin atau
barang modal lainnya,
dapat diberikan fasilitas
berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk.

25



(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian
fasilitas fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (6)
diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai fasilitas penanam modal dalam Perppu 2/2022 adalah sama

dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Sehingga tidak

terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai fasilitas

penanam modal.

Pasal

Uu 25/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 25

(1) Penanam modal yang
melakukan penanaman
modal di Indonesia harus
sesuai dengan ketentuan
Pasal 5 Undang-Undang ini.

(1) Penanam modal yang
melakukan penanaman
modal di Indonesia harus
dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

(1) Penanam modal vyang
melakukan penanaman modal
di Indonesia harus dilakukan
sesuai  dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

(2) Pengesahan pendirian
badan usaha penanaman
modal dalam negeri yang
berbentuk badan hukum
atau tidak berbadan hukum
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengesahan
pendirian badan usaha
penanaman modal
dalam  negeri  yang
berbentuk badan hukum
atau tidak berbadan
hukum dilakukan sesuai
dengan ketentuan
peraturan  perundang-
undangan.

(2) Pengesahan  pendirian
badan usaha penanaman modal
dalam negeri yang berbentuk
badan hukum atau tidak
berbadan hukum dilakukan
sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengesahan pendirian
badan usaha penanaman

(3) Pengesahan
pendirian badan usaha

(3) Pengesahan  pendirian
badan usaha penanaman modal

modal asing yang | penanaman modal asing | asing yang berbentuk
berbentuk perseroan | yang berbentuk | perseroan terbatas dilakukan
terbatas dilakukan sesuai | perseroan terbatas | sesuai dengan ketentuan
dengan ketentuan | dilakukan sesuai dengan | peraturan perundang-
peraturan perundang- | ketentuan peraturan | undangan.

undangan. perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman | (4) Perusahaan | (4) Perusahaan penanaman
modal yang akan | penanaman modal yang | modal yang akan melakukan

melakukan kegiatan usaha
wajib  memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan dari instansi yang
memiliki kewenangan,

akan melakukan

kegiatan usaha wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan

kegiatan usaha wajib
memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah  Daerah  sesuai
dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang
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kecuali  ditentukan lain | kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah
dalam undang-undang. berdasarkan norma, | Pusat.

standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)

diperoleh melalui - -
pelayanan terpadu satu

pintu.

2.4

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai bentuk subjek penanam modal serta pengesahan dan
perizinannya dalam Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang
sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas
berlakunya Perppu 2/2022 mengenai bentuk subjek penanam modal serta

pengesahan dan perizinannya.

Aspek Perseroan Terbatas

Aspek perseroan terbatas dalam Perppu 2/2022 diatur dalam Bagian Kelima
tentang Perseroan Terbatas. Bagian tersebut terdiri atas satu pasal, yakni Pasal
109. Pasal 109 Perppu 2/2022 tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UU 40/2007”) yang sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Adapun

pasal-pasal tersebut serta implikasi hukumnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal UuU 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasall | 1. Perseroan Terbatas, | 1. Perseroan Terbatas, | 1. Perseroan Terbatas, yang
angka 1 yang selanjutnya disebut yang selanjutnya selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan disebut Perseroan, Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan adalah badan hukum vyang merupakan
persekutuan modal, hukum yang persekutuan modal,
didirikan  berdasarkan merupakan didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan persekutuan modal, perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan didirikan kegiatan usaha dengan
modal dasar  yang berdasarkan modal dasar yang
seluruhnya terbagi perjanjian, seluruhnya terbagi dalam
dalam saham dan melakukan kegiatan saham atau Badan Hukum
memenuhi persyaratan usaha dengan perorangan yang memenuhi
yang ditetapkan dalam modal dasar yang kriteria Usaha Mikro dan
Undang-Undang ini seluruhnya terbagi Kecil sebagaimana diatur
dalam saham atau dalam peraturan
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serta peraturan Badan Hukum perundang-undangan
pelaksanaannya. perorangan yang mengenai Usaha Mikro dan
memenuhi  kriteria Kecil.

Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana
diatur dalam
peraturan
perundang-
undangan mengenai
Usaha Mikro dan
Kecil.

Implikasi Hukum:

Peraturan tentang penambahan penjelasan mengenai usaha mikro dan kecil
sebagai perseroan terbatas dalam Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan
yang sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi

baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai definisi perseroan terbatas

tersebut.
Pasal UuU 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 7 | (4) Perseroan | (4) Perseroan | (4) Perseroan memperoleh status
ayat (4) | memperoleh status | memperoleh status | badan hukum setelah didaftarkan
dan (7) badan hukum pada | badan hukum setelah | kepada Menteri dan
tanggal diterbitkannya | didaftarkan kepada | mendapatkan bukti pendaftaran.
Keputusan Menteri | Menteri dan
mengenai  pengesahan | mendapatkan bukti

badan hukum Perseroan. | pendaftaran.
(7) Ketentuan vyang | (7) Ketentuan vyang | (7) Ketentuan yang mewajibkan
mewajibkan Perseroan | mewajibkan Perseroan | Perseroan didirikan oleh 2 (dua)
didirikan oleh 2 (dua) | didirikan oleh 2 (dua) | orang atau lebih sebagaimana
orang atau lebih | orang atau lebih | dimaksud pada ayat (1), ayat (5),
sebagaimana dimaksud | sebagaimana dimaksud | serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

pada ayat (1), dan | pada ayat (1), ayat (5), | a. Persero yang seluruh

ketentuan pada ayat (5), | serta ayat (6) tidak sahamnya dimiliki oleh

serta ayat (6) tidak | berlaku bagi: negara;

berlaku bagi: a. Persero yang seluruh | b. Badan Usaha Milik Daerah;

a. Persero yang sahamnya dimiliki | c. Badan Usaha Milik Desa;
seluruh sahamnya oleh negara; d. Perseroan yang mengelola
dimiliki oleh |b. Badan Usaha Milik bursa efek, lembaga kliring
negara; atau Daerah; dan penjaminan, lembaga

b. Perseroan yang |c. Badan Usaha Milik penyimpanan dan
mengelola  bursa Desa; penyelesaian, dan lembaga
efek, lembaga |d. Perseroan yang lain sesuai dengan Undang-
kliring dan mengelola bursa Undang tentang Pasar
penjaminan, efek, lembaga kliring Modal; atau
lembaga dan penjaminan, | e. Perseroan yang memenuhi
penyimpanan dan lembaga kriteria untuk Usaha Mikro
penyelesaian, dan penyimpanan  dan dan Kecil.
lembaga lain penyelesaian, dan
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sebagaimana diatur lembaga lain sesuai

dalam Undang- dengan Undang-
Undang  tentang Undang tentang
Pasar Modal. Pasar Modal; atau

e. Perseroan yang

memenuhi  kriteria
untuk Usaha Mikro
dan Kecil.
(8) Usaha Mikro dan Kecil | (8) Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud | sebagaimana dimaksud pada ayat
pada ayat (7) huruf e | (7) huruf e merupakan Usaha
merupakan Usaha Mikro | Mikro dan Kecil sebagaimana

- dan Kecil sebagaimana | diatur dalam peraturan
diatur dalam peraturan | perundang-undangan mengenai
perundang-undangan Usaha Mikro dan Kecil.
mengenai Usaha Mikro
dan Kecil.

Implikasi Hukum:
Terkait peraturan dalam Pasal 7 UU 40/2007, Perppu 2/2022 tidak merubah
ketentuan yang sebelumnya telah diubah oleh UU 11/2020. Sehingga tidak

terdapat perubahan atas implikasi hukum dari diterbitkannya Perppu 2/2022.

Pasal Uu 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022

Pasal 32 (1) Modal dasar | (1) Perseroan wajib | (1) Perseroan wajib memiliki
Perseroan paling sedikit | memiliki modal dasar | modal dasar Perseroan.

Rp50.000.000,00 (lima | Perseroan.
puluh juta rupiah).

(2) Undang-Undang yang | (2) Besaran modal dasar | (2) Besaran modal dasar

mengatur kegiatan usaha | Perseroan  sebagaimana | Perseroan sebagaimana
tertentu dapat | dimaksud pada ayat (1) | dimaksud pada ayat (1)
menentukan jumlah | ditentukan  berdasarkan | ditentukan berdasarkan
minimum modal | keputusan pendiri | keputusan pendiri Perseroan.
Perseroan yang lebih | Perseroan.

besar daripada

ketentuan modal dasar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Implikasi Hukum:

Terkait peraturan mengenai modal dasar dalam Pasal 32 UU 40/2007, Perppu
2/2022 tidak merubah ketentuan yang sebelumnya telah diubah oleh UU
11/2020. Dengan demikian, tidak terdapat implikasi hukum baru atas berlakunya
Perppu 2/2022.
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Pasal Uu 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 153 Ketentuan mengenai | Ketentuan mengenai biaya | Ketentuan mengenai biaya
biaya untuk: Perseroan sebagai badan | Perseroan sebagai badan
a. Memperoleh hukum diatur  sesuai | hukum diatur sesuai dengan
persetujuan dengan ketentuan | ketentuan peraturan
pemakaian nama | peraturan perundang- | perundang-undangan di
Perseroan; undangan di bidang | bidang penerimaan negara
b. Memperoleh penerimaan negara bukan | bukan pajak.
keputusan pajak.
pengesahan badan

hukum Perseroan;
c. Memperoleh

keputusan
persetujuan
perubahan anggaran
dasar;

d. Memperoleh
informasi  tentang
data Perseroan
dalam daftar
Perseroan;

e. Pengumuman vyang
diwajibkan dalam

Undang-Undang ini
dalam Berita Negara

Republik Indonesia
dan Tambahan Berita
Negara Republik

Indonesia; dan

f.  Memperoleh salinan
Keputusan Menteri
mengenai
pengesahan badan
hukum Perseroan
atau persetujuan
perubahan anggaran
dasar Perseroan
diatur dengan
Peraturan
Pemerintah

Implikasi Hukum:

Terkait peraturan mengenai biaya perseroan dalam Pasal 153 UU 40/2007,

Perppu 2/2022 tidak merubah ketentuan yang sebelumnya telah diubah oleh UU

11/2020, sehingga tidak terdapat implikasi hukum baru atas berlakunya Perppu

2/2022.
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Pasal UuU 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 153A (1) Perseroan vyang | (1) Perseroan yang memenuhi
memenuhi kriteria | kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil
dapat didirikan oleh 1
(satu) orang.

dapat didirikan oleh 1
orang.

(satu)

(2) Pendirian Perseroan
untuk Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan

(2) Pendirian Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan surat
pernyataan pendirian yang dibuat

surat pernyataan | dalam Bahasa Indonesia.
pendirian yang dibuat

dalam Bahasa

Indonesia.

(3) Ketentuan lebih | (3) Ketentuan lebih lanjut
lanjut mengenai | mengenai pendirian Perseroan
pendirian Perseroan | untuk Usaha Mikro dan Kecil
untuk Usaha Mikro dan | diatur dalam Peraturan
Kecil diatur dalam | Pemerintah.

Peraturan Pemerintah.

Implikasi Hukum:

Perppu 2/2022 tidak merubah ketentuan mengenai usaha mikro dan kecil yang

sebelumnya telah ditambahkan ke dalam UU 40/2007 oleh UU 11/2020. Dengan

demikian, tidak terdapat implikasi hukum baru atas berlakunya Perppu 2/2022.

Pasal UuU 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 153B (1) Pernyataan | (1) Pernyataan pendirian
pendirian sebagaimana dimaksud dalam
sebagaimana Pasal 153A ayat (2) memuat
dimaksud dalam | maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
Pasal 153A ayat (2) | modal dasar, dan keterangan lain
memuat maksud dan | berkaitan dengan pendirian
tujuan, kegiatan | Perseroan.
usaha, modal dasar,
dan keterangan lain
berkaitan dengan
- pendirian Perseroan.
(2) Pernyataan | (2) Pernyataan pendirian
pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat

sebagaimana
dimaksud pada ayat

(1) didaftarkan
secara elektronik
kepada Menteri
dengan mengisi
format isian.

(1) didaftarkan secara elektronik
kepada Menteri dengan mengisi
format isian.
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(3) Ketentuan lebih

lanjut mengenai
materi  pernyataan
pendirian

sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan format isian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam
Peraturan
Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih  lanjut
mengenai  materi  pernyataan
pendirian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan format isian
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam  Peraturan
Pemerintah.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai pernyataan pendirian usaha mikro dan kecil dalam Perppu

2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022

mengenai pernyataan pendirian usaha mikro dan kecil.

Pasal UuU 40/2007 UU 11/2020 Perppu 2/2022
Pasal 153C (1) Perubahan | (1) Perubahan pernyataan
pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha

pendirian Perseroan
untuk Usaha Mikro

dan Kecil
sebagaimana

dimaksud dalam
Pasal 153A
ditetapkan oleh
RUPS dan

diberitahukan secara

Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153A
ditetapkan  oleh RUPS  dan
diberitahukan secara elektronik
kepada Menteri.

elektronik  kepada

Menteri.

(2) Ketentuan lebih | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
lanjut mengenai | materi dan format isian perubahan
materi dan format | pernyataan pendirian sebagaimana
isian perubahan | dimaksud pada ayat (1) diatur
pernyataan dalam Peraturan Pemerintah.
pendirian

sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam
Peraturan
Pemerintah.

Implikasi Hukum:
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Peraturan mengenai perubahan pendirian usaha mikro dan kecil dalam Perppu

2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022

mengenai perubahan pendirian usaha mikro dan kecil.

Pasal

UU 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153D

(1) Direksi Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153A
menjalankan pengurusan
Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil bagi
kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 153A
menjalankan pengurusan Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi
kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan  tujuan
Perseroan.

(2) Direksi berwenang
menjalankan pengurusan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan
kebijakan yang dianggap
tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-
Undang ini, dan/atau
pernyataan pendirian
Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan
pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan
kebijakan yang dianggap tepat,
dalam batas yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini, dan/atau
pernyataan pendirian Perseroan.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai tugas dan kewenangan direksi usaha mikro dan kecil dalam

Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Dengan demikian, tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu

2/2022 mengenai tugas dan kewenangan direksi usaha mikro dan kecil.

Pasal

Uu 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153E

(1) Pemegang saham
Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153A
merupakan orang
perseorangan.

(1) Pemegang saham Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153A
merupakan orang perseorangan.

(2) Pendiri Perseroan hanya
dapat mendirikan Perseroan
Terbatas untuk Usaha Mikro
dan Kecil sejumlah 1 (satu)
Perseroan untuk Usaha

(2) Pendiri Perseroan hanya dapat
mendirikan Perseroan Terbatas untuk
Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1
(satu) Perseroan untuk Usaha Mikro
dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.
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Mikro dan Kecil dalam 1
(satu) tahun.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai pendiri usaha mikro dan kecil dalam Perppu 2/2022 adalah

sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Sehingga

tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022 mengenai bentuk

pendiri usaha mikro dan kecil.

Pasal

Uu 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153F

(1) Direksi Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153A harus
membuat laporan keuangan
dalam rangka mewujudkan
Tata Kelola Perseroan yang
baik.

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153A harus membuat
laporan keuangan dalam rangka
mewujudkan Tata Kelola Perseroan
yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewajiban
membuat laporan keuangan
diatur dalam  Peraturan
Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kewajiban membuat laporan keuangan
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai laporan keuangan usaha mikro dan kecil dalam Perppu

2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Dengan demikian, tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu

2/2022 mengenai laporan keuangan usaha mikro dan kecil.

Pasal

Uu 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153G

(1) Pembubaran Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153A dilakukan oleh RUPS
yang dituangkan dalam
pernyataan pembubaran dan
diberitahukan secara elektronik
kepada Menteri.

(1) Pembubaran Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 153A
dilakukan oleh RUPS yang
dituangkan  dalam  pernyataan
pembubaran dan diberitahukan
secara elektronik kepada Menteri.
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(2) Pembubaran Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terjadi karena:
a. Berdasarkan
keputusan RUPS;

b. Jangka waktu
berdirinya yang
ditetapkan dalam

pernyataan pendirian
telah berakhir;

c. Berdasarkan
penetapan
pengadilan;

d. Dengan dicabutnya
kepailitan
berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang
telah mempunyai
kekuatan hukum
tetap, harta pailit
Perseroan tidak cukup
untuk membayar
biaya kepailitan;

e. Harta pailit Perseroan
yang telah dinyatakan
pailit berada dalam

keadaan insolvensi
sebagaimana  diatur
dalam Undang-
Undang tentang
Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban
Pembayaran  Utang;
atau

f. Dicabutnya Perizinan
Berusaha Perseroan
sehingga mewajibkan
Perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembubaran Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terjadi
karena:
a. Berdasarkan keputusan
RUPS;
b. Jangka waktu berdirinya
yang ditetapkan dalam
pernyataan pendirian telah

berakhir;

c. Berdasarkan penetapan
pengadilan;

d. Dengan dicabutnya
kepailitan berdasarkan

putusan pengadilan niaga
yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap,
harta pailit Perseroan tidak
cukup untuk membayar
biaya kepailitan;

e. Harta pailit Perseroan yang
telah  dinyatakan pailit
berada dalam keadaan
insolvensi sebagaimana
diatur dalam  Undang-
Undang tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang; atau

f.  Dicabutnya Perizinan
Berusaha Perseroan
sehingga mewajibkan
Perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam

Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022

mengenai pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil.
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Pasal

UuU 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153H

(1) Dalam hal Perseroan

(1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha

untuk Usaha Mikro dan | Mikro dan Kecil sudah tidak
Kecil sudah tidak | memenuhi kriteria Usaha Mikro dan
memenuhi kriteria Usaha | Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Mikro dan Kecil | Pasal 153A, Perseroan harus
sebagaimana dimaksud | mengubah statusnya menjadi
dalam Pasal 153A, | sebagaimana dimaksud dalam
Perseroan harus | ketentuan peraturan perundang-
mengubah statusnya | undangan yang berlaku.
menjadi sebagaimana | sebagaimana dimaksud dalam
dimaksud dalam ketentuan | ketentuan peraturan perundang-

peraturan perundang- | undangan yang berlaku.
B undangan vyang berlaku.

sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

mengenai pengubahan | pengubahan status Perseroan untuk
status Perseroan untuk | Usaha Mikro dan Kecil menjadi
Usaha Mikro dan Kecil | Perseroan diatur dalam Peraturan
menjadi Perseroan diatur | Pemerintah.

dalam Peraturan

Pemerintah.

Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai perubahan status usaha mikro dan kecil dalam Perppu
2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Dengan demikian, tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu

2/2022 mengenai perubahan status usaha mikro dan kecil.

Pasal

Uu 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153l

(1) Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil diberikan
keringanan biaya terkait
pendirian badan hukum.

(1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan
Kecil diberikan keringanan biaya
terkait pendirian badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai keringanan biaya
Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di

bidang penerimaan negara
bukan pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
keringanan biaya Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang
penerimaan negara bukan pajak.
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Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai keringanan biaya bagi usaha mikro dan kecil dalam Perppu

2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU

11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas berlakunya Perppu 2/2022

mengenai keringanan biaya bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal

Uu 40/2007

UU 11/2020

Perppu 2/2022

Pasal 153J

(1) Pemegang saham Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil
tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan
tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki.

(1) Perseroan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro dan Kecil
dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

(2) Ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila:

a. Persyaratan Perseroan

sebagai badan hukum

belum atau  tidak

terpenuhi;

b. Pemegang saham yang
bersangkutan, baik
langsung maupun tidak
langsung dengan
iktikad buruk
memanfaatkan
Perseroan untuk

kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang
bersangkutan terlibat

dalam perbuatan
melawan hukum vyang
dilakukan oleh

Perseroan; atau
d. Pemegang saham yang

bersangkutan, baik
langsung maupun tidak
langsung secara
melawan hukum
menggunakan

kekayaan  Perseroan,
yang mengakibatkan
kekayaan Perseroan
menjadi tidak cukup
untuk melunasi utang
Perseroan.

(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila:
a. Persyaratan Perseroan
sebagai badan hukum

belum atau tidak
terpenuhi;

b. Pemegang saham vyang
bersangkutan, baik

langsung maupun tidak
langsung dengan iktikad
buruk memanfaatkan
Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham vyang
bersangkutan terlibat
dalam perbuatan
melawan hukum vyang
dilakukan oleh Perseroan;

atau
d. Pemegang saham vyang
bersangkutan, baik

langsung maupun tidak
langsung secara melawan
hukum menggunakan
kekayaan Perseroan, yang
mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak
cukup untuk melunasi
utang Perseroan.
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Implikasi Hukum:

Peraturan mengenai pengecualian atas tanggung jawab pemegang saham usaha
mikro dan kecil dalam Perppu 2/2022 adalah sama dengan ketentuan yang
sebelumnya diatur dalam UU 11/2020. Sehingga tidak terdapat implikasi baru atas

berlakunya Perppu 2/2022 mengenai pengecualian tersebut.
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KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perppu 2/2022 diterbitkan oleh Pemerintah untuk
mengganti UU 11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Seluruh
peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Perppu 2/2022. Ketentuan dalam Perppu 2/2022 merupakan ketentuan yang diatur dalam
UU 11/2020 dengan beberapa perubahan atau perbaikan dalam aspek bidang hukum
tertentu seperti ketentuan dalam bidang Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal. Dengan
demikian, pengusaha atau perusahaan dapat memperhatikan ketentuan perubahan terbaru

dalam Perppu 2/2022 yang berdampak dengan kegiatan usaha perusahaan.

End of document.
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